KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 631 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN TZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

RAUDITATUL ATHFAL AL-MULTAZAM H.J.SITTI TAEKO KABUPATEN MAROS

Menimbang

Mengingat

DENGAN FAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINGI SULAWEST SELATAN,

a, bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah

yvang bermutu, perlu memberilkkan kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan huloam untule menvelenggaraltan madrasah
sesual dengan standar nasional pendidikan;

. bahwa madrasah yang tercantiton dalam Lampiran Keputisan ing

telah memenuhi persvaratan administratif, teknis, dan kelayakan
vang telah ditelapkan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

buruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Hantor Wilayah Kementferian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al-
multazam Hj.sitti Takko Kabupaten Maros,

- Undang-Undang  Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

. Peraturan Pemierintah Nomor 19 Tabmuan 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomaor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44196) scbapaimana felah dinbhah dengan Peraturan
Permnerintah MNomor 32 Tahun 2013 tontang Peorubahan atas
Peraturan Pemeriniah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
MNasional Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomar Y1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 54 10});

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 renrang Wajibs

Belajar Pendidilkan Dasar (Lembaran Negara Republilk Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republile
Indonesia Nomor 4863);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tenlang Pendangan
Pendidikan [Lembaran Nepars Republik Tndonesiz Tahun 2008
Nomor %1, Tambsghan Lembaran Negara Fepublik Indonesia
Nomor 4864];

. Peraturan Pemeriniabh Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gur
{Lembaran Negara Republilk Indonesia Tabun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1)

. Peraturan Pemerintgh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Hepublile Indonesia Nomor 5150]) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Megara Republik Indonesiz Tahun 2000 Nomor |12, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Tndonesia Nomor 5157);

. Peraturan Menteri Pendidilcan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Bekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Alivah;

- Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2000
teEntang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupalen Kotz scbagaimans telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidilcan Nasional
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidilkan di Kabupaten /Kaota:

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sckolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Neomor 206)
schagaimana telah diabah dengan Peraturan Menteri Agama
MNomor 31 Tahun 2013 rentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Tslam pada Sekolah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

- Peraturan Menterd Agama Nomor 132 Tahun 2012 tentang
Orgamisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

Peraturan Menteri Apgama MNomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelengoaran Pendidikan Madrasah (Berita Negars Republile
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubabh
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Aras Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
rentang FPenyvelenggaraan Pendidikan Madrasah [Berita MNegara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ...



Meneclapkan

KESATU

KEDLIA

KETTGA

KEEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN -

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA  PROVINSI  SULAWESI SELATAN  TENTANG
FEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL
ATHFAL AL-MULTAZAM HJ.SITTI TAKKO KABUPATEN
MAROS.

Memberiltan izin operasional pendirian madrasah kepada
madrasah  sebagaimana fercanium dalam Lampiran yvang
merupakan bagian tidak terpisahlkan dari Keputusan ini

Seiclah  janghka wakiun 4 rahun, Kepala Madrasah wvang
bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan madraseh Kepada
Kepala Kantor Kemenierian Agama yang memiial paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
Lurikulum, pelaksanaan  pemenuhan  standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidile
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajulkan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BADP-5/M sesuai Kefenfoan
peraturan perundang-undangan.

Tialam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum EKEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan  dan/atav
hasil akreditasi sebagaimana dimaksuad Diktumn KEDUA buraf
b mendapat peringkat minimal C, maka 1=n operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlalou,

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Dilktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penvelenggsraan pendidikan  dan/atau
fiasil akreditasi sebagaimana dimalisud Diktum KEDUA Buaraf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktuom KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplkan.

Ditetapkan di Malkassar
pada fanggal 20 Juni 2016

Ty KANTOR WILAYAH
FERTAN AGAMA
RLSULAWEST SELATAN

ABEIT WAHID THAHIR ‘]ﬁ



LAMPIEAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAT KEMENTERIAN AGAMA

PROVINST SULAWIST SELATAN
NOMOR 651 TAHUN 2016
TENTANG

FPEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-MULTAZAM HJ.SITTT TAKKOQ

HABUPATEN MAROS

TDENTITAS MADRASAT YANG DIBERIKAN [ZIN OPERASIONAL

1 |Mama Madrasah

EaA. AL-MULTAZAM HJSITTI TAKED

2 |MNomeoer Statistik Madrassh

101273090030

3 |Alamat Madrasah

JL Poros Cambah KM.14
Desa / Kelurahan Samangld
Kecamatan Simbang
Kabuparen Maros

4 |Nama Chrganisasi Penvelenggara

Provinsi Sulawesi Ee_lar:an
AT-MULTAZAM T, SITTT TAKKD

5 lAkte Notaris Organizasi

Penyelenggara

MNo. Jan-14 Irawaty, 5.1, M.Kn Tanggal 3
Februari 2014

& [ Pengezahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU-0292 AH 02 Tanggal 25 Januari 2010

= . _-\_‘:-“"' xr ] T
7 ALAKANTOR WILAYAI

HaE RIAN AGAMA



